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1. Pendahuluan

Gagasan Indonesia menjadi middle power meru-
pakan Visi Indonesia 2045. Visi tersebut tertu-
ang dalam dokumen Kementerian PPN/ Bap-
penas pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa
gagasan menjadikan Indonesia menjadi negara
yang berpengaruh di Asia pasifik. Gagasan ter-
sebut merencanakan posisi Indonesia menjadi
middle power dan perlahan-lahan beranjak men-
jadi major/ great power. ldentifikasi Indonesia
menjadi negara yang berpotensi menjadi middle
power ditunjukkan oleh Rosyidin dalam ob-
servasinya terhadap kebijakan luar negeri Indo-
nesia pada masa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (Rosyidin, 2021). Dalam amatannya
bahwa Yudhoyono secara aktif menggerakkan

Indonesia untuk menjadi power rising dalam ke-
bijakan luar negerinya yang berorientasi ke luar
(outward-looking). Pola kebijakan luar negeri
masa pemerintahan Yudhoyono menunjukkan
Indonesia unjuk identitas dan memiliki kapasitas
membentuk tatanan internasional. Rosyidin pun
menunjukkan dari sejumlah referensi bahwa
kepemimpinan Yudhoyono memberikan arah
terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang
telah menjadi landasan Indonesia berperan pent-
ing dalam panggung internasional.

Dalam pencapaian status middle power, maka
Indonesia perlu memainkan perannya secara
efektif dalam. skala regional dan mampu meng-
artikulasikan kepentingan negara-negara ber-
kembang. Berdasarkan argumentasi tersebut,
Karim memandang pembuatan kebijakan di
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Indonesia belum mampu mengidentifikasi ke-
pentingan dan bentuk konkret untuk mencapai
status middle power (Karim, 2018). Dalam ama-
tan Karim, Indonesia menjalankan perilaku mid-
dle power berbentuk sikap baik sebagai warga
dunia melalui implementasi kebijakan luar
negeri yang menonjol pada masa kepemimpinan
Yudhoyono. Lebih lanjut, Karim pun menyoroti
bahwa pengejaran status middle power Indone-
sia mengalami kelemahan pada masa kepem-
impinan Joko Widodo yang lebih fokus mem-
bangun konteks domestik dalam kebijakannya.
Dalam tinjauan Santikajaya dipahami bahwa
Indonesia tengah berproses untuk menuju mid-
dle power yang dapat dipahami melalui tiga pa-
rameter yaitu: 1) attitude toward international
order, 2) promoted role, 3) nexus between re-
gional and global roles (Santikajaya, 2016). Da-
lam parameter pertama yaitu attitude toward the
international order yang dapat dipahami dari
pernyataan Presiden Joko Widodo pada
Peringatan Gerakan Non Blok ke-60 bahwa
tatanan ekonomi internasional baru sudah diper-
lukan. Akan tetapi, hal tersebut merupakan re-
torika yang tidak memberikan rancangan atau
perencanaan yang jelas mengenai upaya mem-
bangun tatanan ekonomi baru. Selanjutnya, pa-
rameter kedua yaitu performed role yang
menempatkan Indonesia sebagai bridge builder
yang lebih nyaman bertindak sebagai mediator
tanpa harus bertindak konfrontatif menghadapi
rival. Kemudian parameter ketiga, nexus be-
tween regional and global roles yang diamati
melalui studi kasus hubungan formal antara
ASEAN dan G20. Dalam hubungan tersebut, In-
donesia sebagai tuan rumah KTT G20 dipan-
dang Santikajaya tidak bertindak mewakili
ASEAN karena lebih terkonsentrasi terhadap
upaya menarik investor untuk kepentingan pem-
banguan infrastruktur di dalam negeri (Santi-
kajaya, 2016).
Sementara itu, pandangan lain yang mengemuka
adalah tentang menyoroti bagaimana Indonesia
perlu kembali kepada sejarah bahwa Indonesia
telah memiliki langkah besar dalam dekolonisasi
global melalui Konferensi Asia Afrika pada ta-
hun 1955 (Umar, 2023). Berdasarkan hal terse-
but, Umar memiliki postulat bahwa Indonesia
perlu mempertahankan konsepsi tatanan inter-
nasional dengan memelihara otonominya dalam
politik internasional. Konsepsi tersebut berda-

sarkan amatan perbandingan masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan
Joko Widodo (2014-2024) dalam konteks Lib-
eral International Order (LIO) karena penulis be-
rargumentasi bahwa Indonesia berkembang da-
lam konsepsi tatanan internasional. Dalam ama-
tannya, kedua Presiden melakukan perbedaan
artikulasi intepretasi demokrasi dalam politik
dunia. Presiden Yudhoyono memiliki visi tata-
nan internasional yang menyediakan ruang un-
tuk Indonesia menunjukkan identitas sebagai ne-
gara yang demokratis. Sedangkan, Presiden Joko
Widodo mengkritisi LIO dengan menekankan
dampak demokrasi terhadap pembangunan ber-
keadilan. Sementara itu, baik Yudhoyono dan
Joko Widodo merespon konsolidasi LIO dengan
prinsip kebebasan, pentingnya pelaksanaan ker-
jasama multilateral, perlindungan hak asasi ma-
nusia dan globalisasi ekonomi. Selain itu, kedua
presiden mengartikulasikan identitas demokratis
yang serupa dengan menerapkan penghargaan
terhadap kedaulatan dan non-intervention. Da-
lam pandangan Umar, Indonesia memiliki po-
tensi mengembangkan middle power Asia yang
unik apabila mampu konsisten menjalankan tiga
unsur konsepsi Indonesia dalam tatanan dunia
yaitu kedaulatan, kesetaraan yang berdaulat, dan
multilateralisme.

2. Pembahasan

Pemaknaan Middle Power yang Problematik
dan Ruang Pemaknaan Alternatif

Dinamika politik internasional yang sedang
terjadi di dunia menyebabkan pemabahasan me-
ngenai negara middle power kembali banyak dil-
akukan. Indonesia sendiri sejak lama dikenal se-
bagai salah satu negara Middle Power, bersama
dengan Australia, Kanada, Brazil dan Afrika Se-
latan (Holbraad, 1984). Pandangan akademisi
yang menempatkan Indonesia sebagai Middle
Power juga sejalan dengan pandangan Pemerin-
tah Republik Indonesia. Dalam berbagai kesem-
patan, berbagai elemen pemerintahan menya-
takan bahwa Indonesia merupakan negara Mid-
dle Power (Humas Setneg, 2015).

Seiring Indonesia jamak disebut sebagai
negara Middle Power, beberapa literatur menyo-
roti bagaimana Indonesia menjalankan peranan-

40



Muhammad Fajar Anandi, Febri Triantama, Emil Radhiansyah, Ica Wulansari, Mohammad Riza Widyarsa

nya. Beberapa literatur menyatakan bahwa Indo-
nesia belum optimal atau bahkan gagal me-
maksimalkan posisinya sebagai negara middle
power. Indonesia terkesan kikuk menjalankan
peran yang melekat padanya sebagai negara
middle power (Teo, 2022). Hal ini kemudian
mengakibatkan Indonesia gagal menjadi pem-
bangun jembatan antara negara great powers
dengan small powers (Santikajaya, 2016). Di-
plomasi dan keaktifan multilateral yang dil-
akukan Indonesia sebagai negara middle power
bahkan dianggap kerap sebatas formalitas
(Scott, 2019).

Namun meski telah banyak literatur yang
membahas mengenai middle power maupun lit-
eratur yang menyoroti kebijakan Indonesia,
hingga saat ini tidak ada satu pemaknaan tunggal
terhadap konsep middle power (Robertson,
2017). Para ahli memiliki pandangan tersendiri
mengenai indikator suatu negara dikategorikan
sebagai negara middle power. Secara sederhana
setidaknya terdapat tiga pendekatan berbeda
yang kerap digunakan dalam pendefinisian mid-
dle power (Beeson & Higgott, 2014; Robertson,
2017).

Pendekatan pertama adalah pendekatan tradi-
sional. Pendekatan ini mendefinisikan middle
power berdasarkan posisi negara dalam satu
spektrum power yang terdiri dari negara great
power dan small power. Indikator yang banyak
digunakan dalam pendekatan ini adalah aspek
militer dan ekonomi (Chapnick, 1999). Pendeka-
tan kedua mendasarkan pengkategorian negara
middle power dengan melihat pada kecender-
ungan perilaku negara-negara. Negara middle
power dipandang memiliki kecenderunan ber-
perilaku sebagai good global citizenship (Ef-
stathopoulos, 2018; Karim, 2018; Robertson,
2017). Sedangkan pendekatan ketiga adalah
pendekatan yang menggunakan perspektif iden-
titas dalam melakukan kategorisasi (Jordaan,
2017; Karim, 2018).

Robertson dalam tulisannya sebenarnya juga
telah menjelaskan bahwa proses pemaknaan
middle power masih sangat problematik.
Menurut Robertson, pemaknaan middle power
yang problematik disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, pemaknaan yang ada selama ini sangat
kental dipengaruhi oleh pertarungan antar ma-
zhab atau school of thought. Kedua, pemaknaan
middle power juga kerap menjadi bagian dari

pertarungan ideologi dan kepentingan dari elit
politik suatu negara. Pertarungan yang terjadi
menyebabkan pemaknaan dan implementasi ke-
bijakan akan berubah mengikuti elit politik yang
sedang memimpin. Ketiga, pemaknaan middle
power juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana
suatu negara mengidentifikasikan dirinya sendiri
dan ingin menunjukkan posisinya yang lebih
baik dari negara lain (Robertson, 2017). Dikare-
nakan pemaknaan middle power yang prob-
lematik dengan berbagai alasan tersebut, maka
dibutuhkan satu pemaknaan middle power yang
kontekstual.

Lebih lanjut, pemaknaan middle power yang
pragmatis dan kontekstual menjadi solusi yang
dibutuhkan untuk memahami konsep ini lebih
dalam. Pemaknaan middle power yang pragma-
tis dan kontekstual sebagaimana disampaikan
oleh Robertson menjadi sangat penting, dikare-
nakan dengan menghadirkan pemaknaan yang
pragmatis dan kontekstual, maka kita akan dapat
lebih memahami alasan suatu negara melalukan
kebijakan luar negeri tertentu. Selain itu, pemak-
naan yang kontekstual juga dapat menghadirkan
proses evaluasi serta penyusunan rekomendasi
kebijakan yang lebih practical.

Berbekal argumentasi di atas, ruang berpikir
muncul dan terbuka untuk mengkaji pemaknaan
middle power secara kontekstual, yang kemudi-
an menjadi arah penelitian ini. Artikel ini di-
tujukan untuk memberikan pemahaman middle
power alternatif yang kontekstual dengan kon-
disi dan sumber daya Indonesia, atau Indonesian
Way. Pemaknaan alternatif Indonesian Way
yang akan disampaikan pada akhir artikel ini
didasarkan pada pemetaan posisi Indonesia da-
lam konstelasi politik internasional kontem-
porer. Melalui Indonesian Way maka diharapkan
Indonesia tidak hanya sekedar menyandang sta-
tus sebagai negara middle power saja, melainkan
menjadi middle power yang memainkan peranan
besar dan berpengaruh besar bagi politik inter-
nasional atau dalam kata lain impactful middle
power.

3. Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian yang dipakai oleh

peneliti adalah jenis deskriptif analitis. Yaitu
suatu metode penelitian dengan mengungkapkan
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masalah yang ada kemudian mengolah data,
menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan
serta membuat kesimpulan pembahasannya
disusun secara sistematis sehingga masalah yang
ada dapat dipahami (Sugiyono, 2014). Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan kom-
binasi antara studi kepustakaan. Setelah me-
ngumpulkan data tersebut, peneliti kemudian
melakukan analisa pada data-data yang dik-
umpulkan dan diklasifikasi pada bagian-bagian
spesifik pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti
akan melakukan analisa data yang sesuai untuk
menjawab rumusan masalah dengan mengguna-
kan kerangka pemikiran dan menuliskan kes-
impulan.

Lanskap Global: Tantangan dan Potensi

Kondisi di atas juga tak lepas dari kondisi
tatanan dunia internasional yang terus berubah
mengikuti perkembangan zaman. Menengok
pada catatan sejarah, dunia internasional telah
melalui beberapa tonggak penting yang mem-
bentuk tatanan seperti yang kita lihat hari ini.
Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, serta
jatuhnya Uni Soviet dan Blok Timur Komunis
pada akhir tahun 1980an adalah kejadian-ke-
jadian penting yang membentuk hubungan inter-
nasional modern yang kita lihat saat ini. Secara
khusus, era tahun 1990an menjadi yang paling
mengemuka, karena sejak kejatuhan Uni Soviet
dan sekutunya, Amerika Serikat muncul menjadi
satu-satunya super power dalam kancah politik
internasional, serta secara aktif berperan sebagai
polisi dunia guna memastikan stabilitas global
dan memperkuat sistem Liberal International
Order atau L10 (Ikenberry, 2010).

Afirmasi bagi kedudukan Amerika Serikat se-
bagai satu-satunya super power dunia kemudian
mendorong pada penyebaran secara luas nilai-
nilai demokrasi-liberal, utamanya pada aspek
ekonomi (Ikenberry, 2010). Bahkan negara-
negara bekas Blok Timur secara aktif langsung
mengadopsi nilai-nilai tersebut pasca jatuhnya
Uni Soviet, menyebrang 180 derajat dari ide-
ologi yang sebelumnya dipegang teguh. Lebih
dari itu, beberapa negara komunis seperti China
dan Vietnam telah lebih dulu mengambil
langkah besar, dimana sistem ekonomi kapitalis
yang menjadi produk turunan dari ideologi

Demokrasi Liberal diterapkan, guna mendorong
pembangunan nasional. China telah lebih dulu
mengadopsi sistem ini di bawah kepemimpinan
Deng Xiaoping pada tahun 1978, dan kemudian
Vietnam dengan kebijakan Ddi M&i yang mulai
diterapkan pada tahun 1986. Terbukti, mayoritas
negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi
liberal mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang
menggembirakan dari tahun ke tahun (Ritchie,
2009). Kemajuan ini kemudian memunculkan”
keajaiban-keajaiban” yang kita kenal, seperti
Four Asian Tigers (Korea Selatan, Hong Kong,
Singapura dan Taiwan), Tiger Cub Economies
(Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina),
serta beberapa fenomena-fenomena yang sama
pada belahan bumi yang lain. Pada akhirnya,
semua hal di atas semakin melegitimasi posisi
Amerika Serikat sebagai pemandu kemajuan dan
stabilitas dunia.

Berangkat dari perkembangan di atas,
Amerika Serikat menjelma menjadi satu-satunya
kekuatan dunia. Sistem internasional berubah
dari sistem bipolar menjadi unipolar. Amerika
Serikat dengan leluasa menancapkan pengaruh
secara luas serta secara tidak langsung memaksa
negara lain untuk mengikuti nilai-nilai yang dia-
nutnya. Salah satu contoh dari kondisi ini adalah
Invasi Irak pada tahun 2003. Mengatasnamakan
kepentingan untuk mempertahankan diri dari an-
caman senjata pemusnah massal, Amerika Seri-
kat meluluhlantakkan Irak dan menumbangkan
pemerintahan Saddam Hussein. Praktik yang ku-
rang lebih sama juga dapat dilihat di Afghani-
stan. Tentu, dengan kekuatan yang tidak seband-
ing, Amerika Serikat dengan mudahnya mem-
peroleh kemenangan. Walaupun demikian, alih-
alih berhasil menciptakan kondisi yang lebih
baik, Amerika Serikat telah gagal menuntaskan
misinya. Afghanistan tidak menjelma menjadi
negara yang lebih stabil dan aman, bahkan tin-
dakan teror semakin sering kali terjadi, sebuah
kondisi yang lebih parah jika dibandingkan
dengan kondisi sebelum masuknya Amerika
Serikat pada tahun 2001 (Shahrani, 2018). Pun-
cak dari kondisi ini terjadi saat dengan mu-
dahnya Taliban kembali menguasai Afghanistan
setelah Amerika Serikat memutuskan untuk
menarik seluruh pasukannya pada 30 Agustus
2021. Operasi yang dijalankan selama 20 tahun
terbukti sia-sia. Sejalan dengan kondisi di Af-
ghanistan, masa depan Irak juga tidak pasti.
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Sejak agresi pada tahun 2003, masyarakat Irak
terus dihadapkan pada ekskalasi konflik yang
tidak berkesudahan. Konflik sekterian antara ke-
lompok Sunni dan Syiah, munculnya kelompok
teroris ISIS, serta konflik-konflik lainnya mem-
buat banyak cendekiawan hubungan inter-
nasional memprediksi masa depan Irak tak jauh
berbeda dengan Afghanistan, atau bahkan lebih
buruk (Wechsler, 2019).

Pada konteks lain, kedigdayaan sistem
ekonomi kapitalis pada akhirnya juga dipertan-
yakan ketangguhannya. Hal ini terbukti dengan
terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang
melanda beberapa negara Asia, serta yang paling
parah adalah krisis finansial global tahun 2008.
Krisis-krisis tersebut tak lepas dari sistem
kapitalis terbuka yang diusung dan diacu dari
dunia barat, tentu dengan Amerika Serikat se-
bagai promotor utamanya. Merespon hal terse-
but di atas, rasanya menjadi sebuah keniscayaan
bagi pengembangan sistem internasional baru
yang tidak hanya American/Western oriented.
Sebuah kebaruan untuk melengkapi atau malah
mengganti LIO menjadi sangat dibutuhkan.

Usulan di atas bukan tanpa alasan. Selain
berkaca pada masalah-masalah yang dihadapi,
dinamika global juga terus berubah. Salah satu
contoh yang paling mengemuka adalah men-
jelmanya China sebagai penantang bagi domi-
nasi Amerika Serikat. Dalam kurun tiga dekade
terakhir, China menunjukkan kemajuan yang
sangat pesat baik pada aspek ekonomi, maupun
kapabilitas pertahanan. Lebih dari itu, China
juga mampu tampil sebagai negara berpengaruh
di tatanan global. Investasi ekonomi, bantuan
ekonomi dan pembangunan, serta dukungan lain
telah berhasil memikat banyak negara. Ambisi
outward looking China semakin kentara dengan
diluncurkannya inisiatif One Belt One Road
(OBOR) yang membentang dari Eropa hingga
ke Asia Tenggara. Seolah berusaha menghidup-
kan kembali jalur sutera yang masyhur di masa
lalu, China secara terang-terangan menunjukkan
ambisinya. Pada sisi lain, perkembangan ini juga
diikuti dengan keberanian China dalam mengha-
dapi konfrontasi, bahkan dengan Amerika Seri-
kat sekalipun. Contoh nyata dapat kita lihat di
Laut China Selatan, dimana peluncuran peta ter-
itorial baru China memantik reaksi keras dari be-
berapa negara tetangga. Sembilan garis putus-
putus secara nyata memasukkan wilayah laut

Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta Ma-
laysia (Rossiana, 2022). Bahkan, walaupun da-
lam putusan Permanent Court of Arbitration ta-
hun 2016 tentang sengketa antara Filipina dan
China, klaim tersebut tidak berdasar dan berten-
tangan dengan hukum internasional, China tetap
tak bergeming dan bertahan pada kebijakannya
(Gunawan et al., 2022). Pada akhirnya, putusan
tersebut seolah tak mengikat dan sekedar for-
malitas yang tidak dianggap oleh China. Lebih
dari itu, potensi konflik terbuka juga mewarnai
dinamika yang ada. Kasus Taiwan dapat menjadi
penyebab utama konflik tersebut, serta pengem-
bangan pangkalan militer di pulau-pulau
sengketa yang secara geografis semakin men-
dekat dengan pangkalan militer Amerika Seri-
kat. Sebuah sinyal nyata bahwa China tak gentar
dan akan terus menjaga pemenuhan kepentingan
nasionalnya.

Selain itu, kemunculan negara-negara middle
power sebagaimana yang telah dijelaskan sebe-
lumnya juga semakin mewarnai dinamika politik
global. Walaupun memiliki kapabilitas yang be-
ragam, baik dari sisi ekonomi maupun kemam-
puan militer, kelompok negara ini memiliki
karakteristik yang sama, yaitu sebagai negara
yang berkomitmen pada tatatan internasional
dan perdamaian. Selain itu, negara-negara ini
juga secara aktif terlibat aktif dalam organisasi
internasional, mendukung agenda pembangunan
global, dan yang paling penting menjunjung
tinggi supremasi hukum internasional (Polanunu
& Kusumaningrum, 2022). Dengan jumlah yang
semakin bertambah, posisi middle power se-
makin diperhitungkan. Salah satu contoh nyata
adalah dibentuknya Group of 20 atau G20. Da-
lam kelompok ini, eksistensi dan signifikansi
negara-negara middle power semakin diakui,
apalagi G20 merepresentasikan 85% produk do-
mestik bruto (PDB) dunia (OECD, 2023), di-
mana porsi negara-negara non Group of 7 (G7)
yang merupakan negara-negara middle power
sebesar 44,64% dari total PDB dunia (Statista,
2021). Angka ini menunjukkan signifikansi
negara-negara middle power dan dengan profil
kekuatan yang berbeda-beda, dapat membawa
aspirasi global yang lebih inklusif, termasuk dari
negara-negara berkembang lain dan negara-
negara miskin.

Pada sisi lain, negara-negara middle power
juga semakin aktif mengembangkan kerangka
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kerja sama alternatif. Organisasi-organisasi baru
seperti BRICS yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia,
India, China, dan Afrika Selatan, serta MIKTA
yang dibentuk oleh Meksiko, Indonesia, Korea
Selatan, Turki, dan Australia, hadir mewarnai
dinamika politik internasional. Terbaru, BRICS
telah mendapatkan anggota baru yaitu Arab
Saudi, Argentina, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni
Emirat Arab pada tahun 2023, dan tentunya dii-
kuti dengan penerimaan Indonesia sebagai ang-
gota penuh pada tahun 2025 ini.

Walaupun praktik ini jamak ditemui, pem-
bentukan forum seperti dua contoh di atas mem-
iliki arti penting, yaitu langkah untuk mencari
instrumen alternatif dalam mencapai kepent-
ingan nasional yang diperkuat dengan daya ta-
war kolektif, serta meningkatkan pengaruh pada
kancah global. Selain itu dalam dinamika global,
forum-forum ini dapat diartikan sebagai an-
caman bagi dominasi barat yang dipimpin oleh
Amerika Serikat (Chakraborty, 2018). Kebera-
daan forum maupun organisasi sejenis men-
dorong kepada pembentukan tatanan baru dan
berpotensi menggusur sistem unipolar yang
selama ini telah memimpin tatanan dunia. Kebe-
ragaman latar belakang yang dimiliki oleh
negara-negara anggota forum-forum ini juga
menyumbang kemunculan haluan-haluan baru
bagi kepentingan global, yang mungkin selama
ini tidak banyak didengar karena global power
tersentral pada negara-negara barat (Nazri,
2021). BRICS yang menguasai 35% PDB dunia
(Statista, 2024), secara kolektif dapat membantu
menyuarakan lebih banyak kepentingan negara-
negara Global South di tingkat global
(Chakraborty, 2018). Bahkan, secara terang-ter-
angan hal inilah yang menjadi alasan aplikasi
Mesir sebagai anggota baru BRICS, se-
bagaimana diutarakan oleh Presiden Abdel Fatta
el-Sisi (Egypt, 2023).

Perkembangan seperti di atas bisa jadi akan
semakin banyak kita lihat kedepannya. Dengan
kemunculan negara-negara middle power yang
semakin banyak, dominasi barat tidak akan lagi
menjadi satu-satunya acuan norma dan aturan
bagi masyarakat internasional. Dengan kapabili-
tas yang dimiliki, serta disertai dengan kekhasan
latar belakang, negara-negara middle power
akan dapat mewarnai tatanan global yang ada
saat ini, tak terkecuali bagi Indonesia.

Usulan Indonesian Way

Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh
Higgott dan Nosal serta Coper, bahwa politik in-
ternasional merupakan wilayah interaksi antar
aktor negara secara multilateral yang memer-
lukan suatu bentuk keterampilan untuk mencip-
takan hubungan-hubungan yang saling mengun-
tungkan dengan pertimbangan kapabilitas, ke-
kuatan militer, letak dan luas geografi yang di-
miliki oleh aktor negara (Karim, 2018). Walau-
pun kehadiran kelompok middle power dalam
pandangan ketiganya memiliki peran sebagai ka-
talisator, fasilitator dan kontrol, namun dalam
pandangan Karim peran tersebut cenderung
mencerminkan pandangan perilaku dari ke-
lompok middle power barat.

Dalam pandangannya Karim berpendapat
pendekatan terhadap status middle power tidak
hanya tergantung dari bagaimana posisi aktor
negara atas sumber daya yang dimilikinya na-
mun juga tercermin dari perilaku politik luar
negerinya. Namun demikian dalam pencapaian
status tersebut, aktor negara perlu untuk men-
gidentifikasikan dirinya pantas menyandang sta-
tus sebagai sebuah kekuatan menengah yang
patut dipertimbangkan peranannya. Tentu saja
Identifikasi yang dilakukan oleh aktor negara
tersebut berkaitan erat dengan pandangan sebe-
rapa jauh pemangku kepentingan melihat perso-
alan internasional merupakan bagian penting da-
lam proses pembentukan kebijakan negaranya
dan turut serta terlibat secara aktif. Oleh kare-
nanya status sebagai middle power dapat diraih
melalui keterlibatan aktor negara secara aktif da-
lam forum dan aktivisme internasional, dengan
demikian kehadiran sebuah aktor negara dapat
memenuhi harapan aktor negara lain dan men-
dapatkan pengakuan dari aktor negara lain atas
identifikasi posisi negara tersebut.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indo-
nesia merupakan negara dengan status middle
power (Emmers & Teo, 2015; Karim, 2018; Po-
etri et al., 2018; Triwibowo & Martha, 2021).
Status ini didasarkan pada dimensi luas wilayah,
jumlah populasi, pertumbuhan ekonomi, stabili-
tas politik dalam negeri dengan mengusung sis-
tem politik demokrasi. Selain itu serta karakter-
istik perilaku politik luar negeri yang mengede-
pankan multilateralisme, mengedepankan per-
ilaku demokrasi, serta bertindak untuk me-
nyuarakan kepentingan negara-negara berkem-
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bang dan menjembatani hubungan antar negara-
negara yang mengalami permasalahan, menjadi
faktor yang membentuk pandangan terhadap sta-
tus Indonesia sebagai middle power. Ditambah
dengan fakta bahwa Indonesia juga merupakan
sebuah negara dengan penduduk Muslim terbe-
sar di dunia, ruang gerak Indonesia sebagai se-
buah negara middle power seharusnya menjadi
lebih leluasa. Identitas Muslim, demokratis, plus
profil demografi yang sangat beragam dan mul-
tikultural, membuat Indonesia menjadi middle
power yang sangat fleksibel untuk bergerak di
spektrum-spektrum penting dalam kancah inter-
nasional.

Hal di atas sejalan dengan pandangan Liow
(2018), Karim (2018), serta Triwibowo dan
Martha (2021), yang menjelaskan bahwa peran
Indonesia dalam sentralitas kerjasama antar
negara dalam ASEAN sebagai sebuah bentuk
kerjasama multilateral, dan penyelenggaraan
Bali Democracy Forum sebagai platform penge-
nalan ide dan norma universal Masyarakat Inter-
nasional kepada negara-negara asia Tenggara,
telah menghantarkan Indonesia kepada posisi
Pemimpin Regional. Belum lagi profil sebagai
sebuah negara berkembang, Indonesia juga
dapat bergerak untuk menyuarakan aspirasi serta
kepentingan negara-negara Global South, yang
tak terbantahkan hingga saat ini masih sering ter-
pinggirkan.

Pencapaian ini membuat Indonesia memiliki
posisi strategis pada level global di mana Indo-
nesia memainkan peran yang lebih besar pada
lingkungan Indo-Pacific dan G20. Penyebutan
Indonesia sebagai middle power mungkin agak
sedikit berlebihan pada ruang lingkup kebijakan
luar negeri Indonesia. Walaupun demikian,
Marty Natalegawa dan senada dengan pern-
yataan cendekiawan politik Detlef Nolte yang
dikutip oleh Faisal Karim bahwa posisi Indone-
sia adalah sebagai sebuah kekuatan regional
yang memiliki perhatian dan memainkan peran
lebih tinggi pada kepentingan global (Karim,
2018). Baru pada periode Kepresidenan Susilo
Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko
Widodo (2014-2024) penggunaan kata middle
power disematkan sebagai tujuan dan peranan
Indonesia yang hendak dicapai pada level global
namun dengan memilih secara cermat pada
keterlibatan Indonesia pada bidang dan isu yang

memiliki keterkaitan dengan kepentingan na-
sional Indonesia.

Merujuk pada pernyataan terakhir di atas,
menurut pandangan penulis, Pemerintah Indone-
sia tidak secara konsisten membangun dan
menunjukkan posisi dan statusnya sebagai
negara middle power yang ditunjukkan pada ke-
mampuan riilnya. Dengan demikian pemilihan
isu internasional yang sesuai atau sejalan dengan
kepentingan nasional Indonesia, hanya menun-
jukkan dengan jelas bahwa pelibatan Indonesia
sebagai entitas dalam politik internasional hanya
sebatas pada keuntungan kepentingan politik
pemangku kebijakan semata. Atau dengan kata
lain, Indonesia sekedar menjadi sebuah “middle
power on-demand’ yang muncul dan bertindak
selayaknya sebuah middle power hanya saat di-
anggap perlu atau sejalan dengan kepentingan
yang ada. Selain itu, berkaca pada dua model era
pemerintahan di atas, kesinambungan kebijakan
luar negeri sebagai middle power Indonesia be-
lum dapat terwujudkan. Perubahan kebijakan
luar negeri yang kontras kami argumentasikan
sebagai sebuah produk kepentingan rezim yang
sedang berkuasa, tanpa memastikan kesinam-
bungan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai
sebuah middle power. Walaupun sebuah hal
yang wajar jika tiap-tiap pemerintahan memiliki
coraknya tersendiri, namun penting untuk mem-
iliki sebuah kekhasan. Variabel sebagai sebuah
middle power harusnya sesuatu yang tetap dan
dapat menjadi acuan serta identitas riil Indonesia
yang sesungguhnya dan diakui dunia.

Berangkat dari hal tersebut di atas, terdapat
dua usulan yang dapat menjadi “Indonesian
Way” dalam kapasitas sebagai sebuah middle
power. Usulan pertama adalah memaksimalkan
keleluasaan sebagaimana tersebut di atas untuk
berperan menjembatani dialog serta penyam-
paian aspirasi internasional. Sebagai bagian dari
Global South, Indonesia menjadi motor peng-
gerak bagi pemenuhan aspirasi serta kepent-
ingan negara-negara pada spektrum yang sama.
Pada sisi lain, sebagai sebuah negara demokra-
tis, Indonesia dapat bergerak secara leluasa
dengan negara-negara Global North yang juga
memiliki karakteristik yang sama. Dengan kapa-
sitas yang dapat berdiri pada dua spektrum ini,
Indonesia dapat secara aktif menjembatani
komunikasi dan dialog antara kedua kelompok
ini. Ditambah dengan identitas negara Muslim
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yang moderat, peran middle power Indonesia
menjadi semakin lengkap dan akan berdampak
lebih luas.

Walaupun demikian, usulan ini harus dieja-
wantahkan secara rasional, terukur, dan efisien.
Ruang gerak sebuah negara middle power tak
terbantahkan harus ditopang dengan sumber
daya yang mumpuni. Seperti contoh yang
dikemukakan oleh Emmers & Teo (2015), Korea
Selatan bisa mengambil inisiatif dalam masalah
keamanan di wilayah Asia-Pasifik terkait de-
ngan ancaman dari Korea Utara. Tidak hanya da-
lam mengambil inisiatif, tetapi Korea Selatan
mampu untuk membuat Amerika Serikat tetap
berkomitmen untuk menjaga stabilitas Asia-
Pasifik dalam menghadapi ancaman Korea
Utara. Selain itu, Emmers & Teo, lebih jauh lagi
juga mengungkapkan, bahwa negara seperti In-
donesia yang mempunyai sumber daya yang ren-
dah dalam bidang pertahanan, harus me-
nyesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki un-
tuk mengamankan Kawasan Asia-Pasifik. Pe-
nyesuaian yang ada tidak serta-merta kemudian
menggusur posisi Indonesia sebagai sebuah mid-
dle power. Keterbatasan kapasitas yang dimiliki
sebenarnya dapat menjadi justifikasi logis bagi
Indonesia untuk bertindak. Indonesia tidak harus
selalu muncul pada konstelasi-konstelasi yang
ada. Indonesia secara leluasa dapat memilih un-
tuk terlibat secara aktif, pengamat, penghubung,
ataupun peran lain yang disesuaikan dengan ka-
pasitas yang ada.

Sebagaimana kita ketahui, status middle
power yang melekat bukan semata-mata privi-
lese yang menguntungkan, tetapi juga diikuti
dengan tanggung jawab yang melekat (Umar,
2023). Oleh karena itu, Indonesia dapat memilih
tanggung jawab apa yang harus diemban sebagai
sebuah middle power, dengan berkaca pada ke-
mampuan yang dimiliki. Terlebih lagi dengan
kondisi middle power tanpa patron, Indonesia
tidak memiliki “hutang budi” untuk bertindak
sesuai dengan keinginan patron, yang kadang
kala di luar kemampuannya. Walaupun demiki-
an, implementasi ini memerlukan sebuah arah
jelas yang diikat dengan sebuah cetak biru ke-
bijakan luar negeri yang berkelanjutan, guna
meminimalisir sempalan kepentingan elit seba-
gaimana disebutkan sebelumnya. Pada akhirnya,
dengan posisi ini, Indonesia dapat mengimple-
mentasikan sebuah status middle power yang on-

demand dalam arti kata yang positif, dengan ber-
sandarkan pada rasionalitas: bergerak sesuai
dengan kemampuan, secara efisien, serta ber-
dampak. Meminjam analogi ekonom terkenal
Milton Friedman tentang spesialisasi dan ke-
makmuran, dengan berfokus pada spesialisasi
yang dimiliki, Indonesia dapat bergerak maju se-
bagai sebuah negara middle power yang mum-
puni dan disegani dunia internasional.

4. Kesimpulan

Indonesia telah lama dikenal sebagai salah
satu negara middle power. Namun meski pemak-
naan Middle Power yang masih problematik,
hingga saat ini masih terdapat anggapan bahwa
Indonesia belum optimal menjalankan peran-
annya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah be-
lum cukup cerdik memanfaatkan sumber daya
yang kita miliki. Oleh karena itu dibutuhkan pe-
rubahan paradigma pemerintah dalam memak-
nai status negara middle power yang memper-
timbangkan karakter dan keunikan Indonesia.
Melalui penerapan paradigma status Middle
Power on Demand dan Indonesian Way, Indone-
sia akan mampu menjelma menjadi impactful
middle power ditengah konstelasi politik inter-
nasional yang semakin dinamis.
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